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SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 85/A/KPT/2018
TENTANG STANDAR PENGELOLAAN
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR PENGELOLAAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

A. PENDAHULUAN

Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan
amanat dari Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi untuk melakukan penyusunan pedoman mengenai
standar pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Standar ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi (PDDikti) dalam rangka mewujudkan dan menjamin
ketersediaan data pendidikan tinggi yvang lengkap, akurat, mutakhir,
terpadu, dan dapat diakses, serta mewujudkan tujuan PDDikti
sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

A.l. PENGERTIAN

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut
PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi
dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

2. Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk
pembangunan pendidikan tinggi.

3. Informasi Pendidikan Tinggi adalah Data Pendidikan Tinggi yang
sudah diolah untuk tujuan tertentu.

4. Entitas Data Pendidikan Tinggi adalah objek Data Pendidikan
Tinggi.

5. Data Pokok Pendidikan Tinggi adalah variabel minimal yang
merepresentasikan sejumlah orang, unit organisasi atau objek
sebagali syarat untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.

6. Data Referensi Pendidikan Tinggi adalah kisaran nilai dan/atau
isian yang digunakan untuk menyusun data lain agar terdapat
keseragaman makna atau interpretasi.



A2,

10.

11.

12,
13.

14.

15.

16.

Data Transaksional Pendidikan Tinggi adalah representasi
perubahan data mengenai orang, unit organisasi atau objek
yang termasuk kategori Data Pokok Pendidikan Tinggi

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran  yang memiliki kurikulum dan  metode
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Satuan Manajemen Sumber Daya adalah kelompok program
studi seperti Departemen/Jurusan/Sekolah/Fakultas, lembaga
penelitian dan/atau lembaga pengabdian masyarakat yang
menyelenggarakan fungsi pembelajaran, penelitian dan/atau
pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan  diri dan  diangkat untuk  menunjang
penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
PDDikti Feeder adalah perangkat lunak yang ditempatkan di
Perguruan Tinggi dan memiliki struktur basis data replika dari
basis data PDDikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan
resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan
tinggi.

Webservice adalah perangkat lunak berbasis web untuk
mendukung interoperabilitas interaksi data antar sistem.
Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.

Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

RUANG LINGKUP

Standar ini berlaku untuk pemangku kepentingan pengelolaan data
pendidikan tinggi pada PDDikti, yaitu:

1.

Unit Utama adalah satuan kerja setingkat eselon 1 Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan data

dan/atau memiliki kewenangan pengolahan terhadap data,

yaitu:

a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
yang selanjutnya disebut Ditjen Belmawa berwenang dan
bertanggung jawab terkait data pembelajaran dan
kemahasiswaan;

b. Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti yang
selanjutnya disebut Ditjen Kelembagaan berwenang dan
bertanggung jawab terkait data kelembagaan pendidikan
tinggi;



c. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti yang
selanjutnya disebut Ditjen Sumber Daya berwenang dan
bertanggung jawab terkait data pendidik dan tenaga
kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan
tinggi;

d. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
yvang selanjutnya disebut Ditjen Risbang berwenang dan
bertanggung jawab terkait data riset, pengembangan, dan
pengabdian masyarakat;

e. Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi yang selanjutnya
disebut Ditjen Inovasi berwenang dan bertanggung jawab
terkait data inovasi;

f. Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Itjen
berwenang dan  bertanggung jawab terkait data
pengawasan, serta memanfaatkan semua data pendidikan
tinggi untuk melakukan pengawasan; dan

g. Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut Setjen
berwenang dan bertanggung jawab terkait data proses
penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan
Kementerian.

Pusat adalah Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut

LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan

fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan

tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala.

Perguruan  Tinggi adalah  satuan  pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan tinggi, meliputi Perguruan Tinggi

Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi

Agama (PTA), dan Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga

(PTK/L).

Pengelola PDDikti adalah tim yang ditetapkan oleh pimpinan

unit kerja untuk mengelola PDDikti, yang terdiri dari Pengelola

PDDikti Unit Utama, Pengelola PDDikti Pusat, Pengelola PDDikti

LLDIKTI, Pengelola PDDikti K/L (seperti Pengelola PDDikti

Kementerian Agama, Koordinasi Perguruan Tinggi [slam Swasta,

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kementerian Kesehatan), dan Pengelola PDDikti

Perguruan Tinggi.



B.

STANDAR PENGELOLAAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
B.1. PENGUMPULAN

1. Perencanaan

Dalam tahapan perencanaan pengelolaan PDDikti dilaksanakan
melalui:

a. Analisis Kebutuhan Data dan Informasi

Dalam melaksanakan analisis kebutuhan data dan
informasi, Pusat melakukan perencanaan layanan data dan
informasi pendidikan tinggi yang dibutuhkan oleh
pemangku kepentingan baik yang sifatnya baru atau
modifikasi secara berkala paling sedikit sekali dalam
setahun.

Proses penyusunan perencanaan kebutuhan data dan
informasi pendidikan tinggi yang harus tersedia pada
PDDikti dilakukan melalui mekanisme rapat yang dihadiri
oleh perwakilan unit utama dan/atau pihak eksternal baik
sebagai penyedia maupun pengguna data atau melalui
mekanisme lainnya. Segala masukan unit utama maupun
eksternal terkait kebutuhan data dan informasi pendidikan
tinggi harus memperhatikan proses bisnis unit utama di
lingkungan Kementerian.

b. Penentuan Atribut Data

Perencanaan kebutuhan data dan informasi pendidikan
tinggi dilakukan untuk menentukan atribut/variabel data
PDDikti  terkini. Perencanaan dilakukan  dengan
mengembangkan struktur model data, membuat referensi
baru apabila diperlukan, menentukan data rule dan
sumber data, pendelegasian tanggung jawab, serta rencana
integrasi apabila sumber data yang diperlukan sudah
tersedia. Data pendidikan tinggi yang akan dikumpulkan
tersedia dalam bentuk data individual, relasional, dan/atau
longitudinal.

Data pendidikan tinggi vang dihasilkan harus memenuhi
standar data. Standar data ini mencakup: (i) standar data
yang berlaku lintas instansi Pemerintah dan ditetapkan
oleh Pembina Data, yakni Kementerian Dalam Negeri untuk
data kependudukan, Badan Pusat Statistik (BPS) untuk
data sektoral, dan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk
data spasial, serta (ii) standar data untuk data pendidikan
tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dengan merujuk pada
standar data vang ditetapkan oleh Pembina Data.



Data pendidikan tinggi yang dihasilkan harus dilengkapi
dengan metadata yang memenuhi format baku. Format
baku ini mencakup:

1) format metadata baku yang berlaku lintas instansi
Pemerintah dan ditetapkan oleh Pembina Data, yakni
BPS untuk data sektoral dan BIG untuk data spasial,
dan

2) format metadata untuk data pendidikan tinggi yang
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan merujuk
pada format metadata baku yang ditetapkan oleh
Pembina Data.

Data pendidikan tinggi yang dihasilkan harus dapat
dibagipakaikan antarsistem elektronik. Agar dapat
dibagipakaikan antarsistem elektronik, data harus:

1} konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/
komposisi  penyajian, dan = semantik/artikulasi
keterbacaan; dan

2) disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca
sistem elektronik. Data yang memuat kode referensi
lintas instansi pemerintah harus mengikuti format
kode referensi sesuai rekomendasi Pembina Data.

Penentuan atribut data baru perlu mempertimbangkan
terjadinya (1) perubahan struktur, (2) penambahan,
pemisahan, penggabungan, dan kadaluarsa referensi, (3)
koneksi data baru, dan/atau (4) perubahan webservice
yang ada selama ini.

Perekaman dan pengolahan data pendidikan tinggi
menggunakan pendekatan database management system
(DBMS) model relasional yang mendefinisikan dan
memodelkan karakteristik khusus proses dan informasi
pendidikan tinggi yang sesuai. Karakteristik khusus yang
dimaksud merupakan upaya perekaman data pokok
pendidikan sedetail dan selengkap mungkin dalam suatu
sistem Dbasis data. Struktur relasional yang dibuat
memperhatikan entitas data pokok, data transaksional, dan
data referensi.

Pusat menyusun pemodelan entity relationship (ER) yang
merupakan pemodelan dalam basis data untuk
menghasilkan skema konseptual relasi data serta
representasi abstraksi data pendidikan tinggi. Diagram
yang dihasilkan oleh pemodelan ini disebut Diagram ER
dan dikumpulkan dalam kamus data. Dalam kamus data
ini dicantumkan pula standar struktur basis data yang
terdiri atas data pokok, data transaksional, dan data
referensi yang digunakan oleh PDDikti. Pusat mengelola
perubahan versi model data dan integrasi.



Rancangan basis data harus memperhatikan prinsip PRISM
(performances and ease of use, reusability, integrity,
security, and maintainability). Rancangan basis data juga
harus mempertimbangkan pengaksesan data dan
menggunakan kembali data pada remote basis data, dan
menggabungkan data dengan basis data lokal, baik melalui
mekanisme sinkronisasi, webservices, extract-transform-
and-load (ETL), replika, dan mekanisme lainnya.

Untuk menjaga integritas entitas dan integritas referensial
basis data PDDikti, perlu dilakukan validasi struktur,
validasi referensi, validasi integrasi, analisis dampak, dan
mitigasi risiko sehingga dihasilkan struktur basis data yang
handal dan dapat menghindarkan kerumitan di kemudian
hari apabila ada perubahan atau penambahan kebutuhan.
Integritas entitas adalah situasi di mana tidak ada record
data yang ganda pada suatu tabel, serta field atribut yang
digunakan untuk menjadi referensi suatu record tidak
boleh kosong. Integritas referensi adalah situasi di mana
relasi antar tabel yang dihubungkan dengan field
penghubung (foreign key) selalu valid, tidak ada foreign key
yang menunjuk pada record dalam tabel lain yang tidak
ditemukan.

Pengembangan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras

Sistem PDDikti yang dikembangkan oleh Pusat terdiri dari
instrumen pendataan (PDDikti Feeder) dan registrasi
(forlap), synchronizer, basis data, instrumen pengolahan
data (validator nasional), instrumen pemanfaatan data
(laman forlap, data warehouse, business intelligence,
dashboard), instrumen interoperabilitas (enterprise service
bus) serta sistem helpdesk terpusat (laman sigap).

Untuk instrumen pendataan pendidikan tinggi yang
dikembangkan harus mengandung semua data untuk
menghasilkan  informasi strategis penyelenggaraan
pendidikan tinggi yang mengacu pada standar nasional
pendidikan tinggi.

Sistem PDDikti yang dikembangkan harus dapat
mengantisipasi terjadinya kesalahan data yang mungkin
terjadi misalnya kesalahan ketik operator (typo), kesalahan
kuantisasi/representasi, interest error, nilai atribut tidak
lengkap, pencatatan tidak lengkap, dan lainnya.

Dalam  melakukan pengembangan  sistem  PDDikti
berdasarkan siklus pengembangan perangkat Ilunak
(software development life cycle), Pusat melaksanakan
penyusunan dan pendeokumentasian rancangan tingkat
tinggi dan rinci terhadap sistem aplikasi, basis data, dan



sistem jaringan pendukung sistem PDDikti berdasarkan
dokumen hasil analisis kebutuhan informasi.

Untuk pengembangan rancangan sistem PDDikti baik
perangkat lunak dan perangkat keras dilaksanakan agar
memenuhi kriteria;

1} memenuhi persyaratan data individual, relasional, dan
longitudinal;

2} memungkinkan untuk pemakaian data secara
bersama;

3) tahan terhadap perubahan proses;

4} mampu menangani volume yang sangat besar; dan

5) kualitas data selalu meningkat.

Pengembangan sistem PDDikti di atas harus diikuti dengan
penyusunan rencana kontingensi, prosedur operasi, dan
penyiapan helpdesk.

Uji dan Rilis

Pusat melakukan pengujian terhadap sistem PDDikti yang
telah dikembangkan. Proses pengujian dilaksanakan
meliputi kegiatan penyusunan rencana dan skenario untuk
setiap jenis pengujian, serta melaksanakan pengujian
sesuai skenario yang terdiri dari pengujian unit, pengujian
sistem, pengujian integrasi, dan user acceptance test (UAT).
Kemudian disusun laporan dan analisis hasil pengujian.
Setelah sistem PDDikti dirilis, dilakukan sosialisasi
dan/atau  bimbingan  teknis  kepada  pemangku
kepentingan.

Perencanaan Manajemen Layanan PDDikti

Pusat melaksanakan manajemen layanan PDDikti yang
meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Rencana Ketersediaan.
Pusat merencanakan, menetapkan, dan bertanggung
jawab terhadap ketersediaan layanan PDDikti sesuai
dengan Service Level Agreement (SLA) yang ditetapkan,
serta merancang prosedur terkait pemeliharaan
layanan tersebut bila terjadi gangguan;

2) Rencana Kapasitas.
Pusat merencanakan, memprediksi, dan bertanggung
jawab terhadap kapasitas layanan PDDikti agar
layanan tersedia sesuai dengan SLA yang ditetapkan;

3) Rencana Pemulihan.
Pusat merencanakan, menetapkan prosedur, dan
bertanggung jawab atas kegiatan pemulihan/back up
layanan PDDikti;

4) Manajemen Konfigurasi.
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Pusat bertanggung jawab untuk mencatat konfigurasi
dan setiap perubahan dari layanan PDDikti.

Standar Keamanan Informasi.
Pusat menetapkan standar pengamanan informasi
layanan PDDikti, serta melaksanakan implementasi
standar pengamanan tersebut.

f.  Manajemen hak akses Pengelola PDDikti

1)

2)

Manajemen hak akses Pengelola PDDikti bertujuan
untuk:

a.

memastikan otorisasi akses pengguna dan
mencegah adanya akses pihak yang tidak
berwenang terhadap aset informasi PDDikti; dan
menjamin hak akses digunakan sesuai kebijakan
yang ditetapkan dan tidak terjadi
penyalahgunaan hak akses.

Pemberian hak akses Pengelola PDDikti

a.

Pimpinan PTN, LLDIKTI, PTK/L, dan Unit Utama
mengajukan usulan pemberian hak akses kepada
Kepala Pusat. Sedangkan untuk PTS, surat
usulan ditujukan kepada LLDIKTI, dan setelah
proses verifikasi Kepala LLDIKTI mengajukan
surat usulan kepada Kepala Pusat. Untuk PTA,
usulan diajukan kepada Pengelola PDDikti
Kemenag dan disampaikan kepada Kepala Pusat.
Usulan pemberian hak akses disertakan dengan
keputusan penetapan pengelola PDDikti pada
masing-masing perguruan tinggi.

Setelah proses verifikasi dan persetujuan dari
Kepala  Pusat, Pengelola  PDDikti Pusat
mengirimkan username dan password kepada
pimpinan PTN, LLDIKTI, Pengelola PDDikti
Kemenag, PTK/L, dan Unit Utama melalui email
yang ditentukan. Kepala LLDIKTI/Pengelola
PDDikti Kemenag menyvampaikan hak akses
tersebut kepada pimpinan PTS/PTA vang
mengusulkan.

Proses pemberian hak akses dari Pengelola
PDDikti Pusat akan diselesaikan maksimal 2
{dua) hari kerja setelah proses verifikasi dan
persetujuan Kepala Pusat.

Perubahan terhadap hak akses yang pernah
diberikan dilaksanakan berdasarkan surat usulan
yang diajukan sebagaimana di atas dengan
mengatur ulang hak akses lama.
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e. Pusat dapat mencabut hak akses Pengelola
PDDikti perguruan tinggi berdasarkan
rekomendasi dari Sekretaris Jenderal atau Ditjen
Kelembagaan. Pusat juga dapat mencabut hak
akses Pengelola PDDikti atas permintaan unit
kerja yang bersangkutan dan/atau terdapat
penyalahgunaan hak akses PDDikti

Jika pengguna hak akses ada yang menjalani mutasi

atau tidak lagi bekerja terkait dengan pengelolaan

PDDikti, hak aksesnya harus segera di non-aktifkan

paling lama 2 (dua) hari setelah Keputusan Mutasi

atau Keputusan terkait disampaikan ke Pusat.

Hak akses tidak boleh dipinjamkan kepada pengguna

lain. Penyalahgunaan hak akses menjadi tanggung

jawab pemiliknya.

Seluruh hak akses pengguna akan direviu setiap 6

(enam) bulan sekali untuk memastikan agar hak akses

yang aktif benar-benar masih valid dan pengguna yang

sudah mutasi/berhenti bekerja hak aksesnya sudah
ditutup/disable.

Pengelolaan Data Referensi

1)

2)

3)

Data referensi berupa komponen data dasar yang
terdiri dari satu atau lebih fitur untuk melakukan
sebuah transaksi atau proses data.

Pengelolaan semua data referensi ini dilakukan oleh
Pusat untuk menjaga konsistensi data serta
mengurangi kemungkinan adanya duplikasi data yang
disebabkan oleh ketidakseragaman penulisan sebuah
data. Data referensi pendidikan tinggi terdiri atas
referensi data wilayah, referensi data operasional, dan
referensi nomor identitas.

Refensi Data Wilayah

a) referensi data wilayah dikaji setiap 6 (enam) bulan
sekali oleh Pusat atau setiap terjadi perubahan
data. Referensi data wilayah mengacu kepada data
wilayah yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam
Negeri atau Kementerian terkait lainnya; dan

b) referensi data wilayah yang sudah tidak berlaku
ditetapkan kadaluarsa tetapi tidak dihapus dari
basis data. Hal tersebut berkaitan dengan histori
data sebelumnya.

Referensi Data Operasional

a) data operasional merupakan atribut-atribut lain di
luar data pokok yang digunakan dalam
pengelolaan data pendidikan tinggi. Masing-
masing atribut memiliki klasifikasi tertentu
sebagai acuan dalam pengembangan sistem basis



4)

b)
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data pendidikan tinggi yang komprehensif dan
tepat guna;

referensi data operasional dikaji setiap 6 (enam)
bulan sekali oleh Pusat menyesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
kebijakan, dan ketentuan yang telah ditetapkan
lainnya; dan

Pusat bertanggung jawab melakukan penambahan
atau perubahan referensi data operasional setelah
berkoordinasi dengan unit kerja terkait.,

Referensi Nomor Identitas

a)

b)

d)

nomor identitas mutlak dimiliki oleh setiap
entitas yang terlibat di dalam pelaksanaan
pendidikan tinggi di Indonesia. Entitas yang
dimaksud antara lain perguruan tinggi, program
studi, satuan manajemen sumber daya, badan
penyelenggara yang mengelola perguruan tinggi
swasta, pendidik, bidang ilmu, dan mahasiswa.
Identifikasi entitas yang memerlukan nomor
identitas, mekanisme pengkodean dan
pemberian/penerbitan nomor identitas menjadi
tanggung jawab Unit Utama sesuai dengan
kewenangannya;

pengkodean dan penerbitan nomor identitas
perguruan tinggi, program studi, satuan
manajemen sumber daya, badan penyelenggara
yang mengelola perguruan tinggi swasta
ditetapkan oleh Ditjen Kelembagaan;

pengkodean dan penerbitan nomor identitas
pendidik berupa Nomor Induk Dosen Nasional,
Nomor Induk Dosen Khusus, dan Nomor Urut
Pengajar, serta tenaga kependidikan ditetapkan
oleh Ditjen Sumber Daya;

pengkodean dan penerbitan nomor identitas
nomor ijazah nasional dan kode bidang ilmu
ditetapkan oleh Ditjen Belmawa;

Pusat akan memasukkan referensi nomor
identitas ke dalam basis data PDDikti setelah
mendapatkan persetujuan unit utama terkait;
Penambahan referensi nomor identitas pada
PDDikti dapat dilakukan berdasarkan usulan
pimpinan unit organisasi atau Kepala LLDIKTI
kepada Kepala Pusat yang disertai dengan
dokumen pendukung. Penambahan nomor
referensi dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan dari unit utama yang terkait dengan
perubahan data yang diusulkan. Proses
penambahan referensi data operasional akan
diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja






